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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh 

pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan PDRB per 

kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama 

periode 2020–2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1) berpengaruh 

positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini 

diperoleh dari nilai t-statistik sebesar 3.933438 dan nilai koefisien 0.000405 

dengan nilai signifikan 0.0001 < 0,05. 

2. Secara parsial pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini 

diperoleh dari nilai t-statistik  sebesar -3.358889 dan nilai kkoefisien -

0.002697 dengan nilai signifikan 0.0010 < 0,05. 

3. Secara parsial PDRB per kapita (X3) berpengaruh positif signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini diperoleh dari nilai 

t-statistik 6.314381 dan nilai koefisien 4.48005 dengan nilai signifikan 

0.0000 < 0,05. 

4. Secara simultan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor 

kesehatan, dan PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap 

IPM, dengan hasil Prob (F-Statistik) senilai 0.0000 < 0,05. 
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1.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap 

belanja sektor kesehatan karena temuan penelitian menunjukkan bahwa 

pengeluaran kesehatan belum berdampak signifikan terhadap IPM. Oleh 

karena itu, belanja kesehatan perlu diarahkan dari kegiatan administratif 

menuju program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, 

pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor produktif lokal, dan 

pengurangan kesenjangan pendapatan, mengingat PDRB per kapita 

terbukti berpengaruh terhadap IPM. 

2. Bagi Pemerintah Pusat, disarankan untuk memperkuat kebijakan transfer 

fiskal berbasis kinerja dan hasil, khususnya di sektor kesehatan. Alokasi 

anggaran sebaiknya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan fiskal daerah, 

tetapi juga pada capaian indikator pembangunan manusia seperti IPM, 

pendidikan, dan kesehatan.  

3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel 

ekonomi dan sosial lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan 

ketimpangan pendapatan. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan 

periode waktu yang lebih panjang untuk menangkap dampak jangka 

panjang terhadap IPM. 
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1.2 Implikasi Hasil Penelitian  

1.2.1 Implikasi Teoritis 

1. Pengaruh signifikan pengeluaran pendidikan terhadap IPM menguatkan 

Human Capital Theory, yang menempatkan pendidikan sebagai investasi 

utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tetapi 

temuan empiris memperlihatkan bahwa dampak tersebut tidak terjadi 

secara merata antarprovinsi. Oleh karena itu, diperlukan keterbaruan 

teori yaitu pada Institutional Theory (North, 1990) menjelaskan bahwa 

efektivitas belanja publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi 

anggaran, tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi, kualitas tata 

kelola, serta kemampuan pemerrintah daerah dalam 

mengimplementasikan kebijakan secara effektif. 

2. Tidak signifikannya pengeluaran kesehatan terhadap IPM memberikan 

implikasi teoretis bahwa pembangunan kesehatan tidak selalu tercermin 

dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Temuan ini memperkaya 

literatur dengan menunjukkan bahwa perbaikan kesehatan masyarakat 

dapat terjadi melalui faktor non-medis. Oleh karena itu, keterbaruan teori 

dengan menggunakan pendekatan Social Determinants of Health  

(WHO) yang menekankan bahwa capaian kesehatan masyarakat tidak 

hanya ditentukan oleh intervensi sektor kesehatan, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, serta 

akses layanan yang berbeda antarwilayah. 
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3. Pengaruh signifikan PDRB per kapita terhadap IPM mendukung teori 

pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan 

masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan 

kualitas hidup. Temuan ini menegaskan bahwa dimensi ekonomi tetap 

menjadi fondasi penting dalam pembangunan manusia, terutama melalui 

peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan 

kesehatan. 

5.3.2   Implikasi Praktis  

1. Secara praktis, pemerintah daerah perlu mempertahankan dan 

meningkatkan efektivitas belanja pendidikan, tidak hanya dari sisi 

besaran anggaran, tetapi juga dari pemerataan akses, kualitas layanan, 

dan keberlanjutan pendidikan. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya 

menambah dana kesehatan. Anggaran kesehatan perlu lebih difokuskan 

pada upaya menjaga masyarakat tetap sehat sejak awal, seperti 

perbaikan gizi, kebersihan lingkungan, dan layanan kesehatan dasar, 

serta dilakukan bersama-sama dengan sektor lain seperti pendidikan 

dan infrastruktur. 

3. Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif agar peningkatan PDRB per kapita dapat dirasakan secara luas 

oleh masyarakat. Kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan 

kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat akan memperkuat 

dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan IPM 
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